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Abstract: The decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the Scriptures of Children outside 
of Marriage has generated many different views, including religious figures in South Bengkulu Regency. The problem in this 
research is how the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia and how the 
response of South Bengkulu religious leaders to the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 regarding the 
lineage of children outside of marriage. The research method is an empirical legal research method. Through the collection of 
primary data generated from interviews with religious leaders of South Bengkulu and secondary data by reading, studying, 
recording and typing literature books related to the issues raised. The result of the research shows that the position of children 
outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia is legal in the view of religion, that is, materially valid, 
but because it is not registered either at the Office of Religious Affairs (KUA) or at the Civil Registry, it is not formally valid. How-
ever, since the issuance of the Constitutional Court No. 46 / PUU-IIIV / 2010 concerning the Nasab of children out of wedlock, 
which states that children outside of marriage have a civil relationship with their mother and their mother’s family as well as 
with men as their father which can be proven based on science and technology or other evidence, then Children born out of 
wedlock have a civil relationship with their biological father. In addition, in responding to the Constitutional Court’s decision 
regarding the lineage of children out of wedlock, South Bengkulu religious leaders are divided into 2 opinions, there are those 
who agree and disagree. The opinion that agrees is that the Constitutional Court’s decision is a legal breakthrough that provides 
legal guarantees and protection to the wife and child from a sirri marriage. Meanwhile, the opinion that does not agree with the 
existence of the Constitutional Court’s decision is that it will threaten the sanctity of the marriage institution as if it legalizes sirri 
marriage, cohabitation (samen laven), and adultery.
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Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah di atas banyak men-
imbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan 
di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Bengkulu Selatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tentang nasab anak di luar nikah. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Melalui pengumpulan 
data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Bengkulu Selatan dan data sekunder dengan cara mem-
baca, mempelajari, mencatat dan mengutif buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil 
penelitian bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pan-
dangan agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor 
Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-IIIV/2010 ten-
tang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis-
nya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Bengkulu 
Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan 
merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu 
pernikahan sirri. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adannya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesu-
cian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.
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Pendahuluan 
Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan 
kepada manusia. Hadirnya anak akan membuat ba-
hagia ketika memandangnya, hati akan terasa tentram 
dan penuh suka cita setiap bercanda dengan mereka4.
Oleh sebab itu anak memerlukan pembinaan, bimbin-
gan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan 
spritualnya secara maksimal.5 Begitu pentingnya eksis-
tensi anak dalam kehidupan manusia, maka AllahSwt, 
mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensyari’atan 
perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketu-
runan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, 
menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan 
keluarga yang sakinah.
Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. 
Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap 
perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan 
ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak 
sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada 
keraguan tentang siapa ayah biologisnya. Dengan 
adanya perkawinan, setiap anak yang lahir dari tem-
pat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, 
tanpa memerlukan pengakuan darinya.
Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan 
nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan yang 
muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks be-
bas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda 
pada zaman globalisasi ini. Bermula dari adat pacaran 
yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai 
berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang 
banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari 
dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang 
sah, karena sudah memenui rukun nikah. Akan tetapi 
dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak di-
catatkan di KUA tidak diakui keberadaanya. Hal ini 
sebenarnya juga menimbulkan efek terhadap perkem-
bangan anak yang dilahirkannya kelak. 
Kasus nikah siri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 
binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono merupa-
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kan salah satu contoh yang dapat kita jadikan pela-
jaran. Hal ini berakibat pada status nasab anak yang 
dilahirkan Hj. Aisyah Mochtar alias Machicabinti H. 
Mochtar Ibrahimyaitu Muhammad Iqbal Ramadhan 
yang tidak mempunyai ikatan perdata terhadap ayah 
biologisnya.
Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 
lahir karena adanya permohonan judicial review yang 
diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicabinti 
H. Mochtar Ibrahim dan anaknya yang bernama Mu-
hammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap 
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Un-
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw-
inan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang 
telah beristri.6 menikah kembali dengan istrinya yang 
kedua  bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machicab-
inti H. Mochtar Ibrahim secara syari’at Islam dengan 
tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh kar-
ena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, 
dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-
laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin 
Moerdiono. 
Berdasarkan polemik yang ditimbulkan dari pu-
tusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diangkat 
menjadi suatu penelitian ilmiah dengan judul “Legal-
isasi Status Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 
Nasab Anak di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama 
Kabupaten Bengkulu Selatan)”.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah menu-
rut peraturan perUndang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana respontokoh agama Bengkulu Sela-
tan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No-
mor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak di luar 
nikah?
Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui kedudukan anak di luar nikah 
menurut peraturan perUndang-undangan di In-
donesia. 
2. Untuk mengetahui respontokoh agama Bengkulu 
Selatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010tentang nasab anak di 
luar nikah.
Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pene-
litian yuridis empiris digunakan untuk memberikan 
gambaran secara kualitatif, tentang pendapat tokoh 
agama Bengkulu Selatan terhadap putusan Mahka-
mah Konstitusi tentang nasab anak diluar nikah. Da-
116   Qiyas Vol. 5, No. 2, Oktober 2020
lam melakukan penelitian yuridis empiris ini, metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini 
digunakan untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.7
Pembahasan
Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Pera-
turan Perundang-Undangan di Indonesia
Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut UU No-
mor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Kar-
ena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, 
juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. 
Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat di-
harapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, seh-
ingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dalam perkembangan anak diklasifikasikan 
menjadi beberapa bagian. 
a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah
Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkaw-
inan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan 
yang sah. Perkawinan dinyatakan sah jika dilaksana-
kan menurut hukum masing-masing agama dan keper-
cayaannya. Sebuah perkawinan jika tidak memenuhi 
syarat materiil, baik yang telah mendapat penegasan 
dalam undang-undang maupun yang masih hidup 
dalam aturan agama dan kepercayaan masing-mas-
ing pemeluknya, maka perkawinan tersebut dapat 
dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru 
akan dilangsungkan, atau dibatalkan jika telah terlak-
sana. Undang-Undang Perkawinan selain menentu-
kan syarat materiil perkawinan juga mengatur syarat 
formil sebagai syarat yang ditentukan oleh negara 
dengan tujuan untukmewujudkan tertib perkawinan 
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15Drs. Musrinal, Tokoh Agama dan Imam Masjid Syirojul Huda sekaligus 
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di Indonesia. Undang-undang Perkawinan menjelas-
kan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu : “Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-mas-
ing agamanya dan kepercayaan”. Lalu Pasal 2 ayat 
(2), yaitu : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
b. Anak Yang Lahir di Dalam Perkawinan Yang 
Tidak Tercatat
Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak 
tercatat termasuk dalam anak yang lahir dalam luar 
perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat ialah 
perkawinan yang hanya sah secara agama/secara ma-
terial telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai den-
gan maksud Pasal 2ayat 1 Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tetapi tidak sah menurut negara /tidak 
memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 
ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah 
sah, tetapi kurang sempurna. Ketidak sempurnaan itu 
dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompi-
lasi Hukum Islam. Dalam penjelasan umum Pasal 7 
Kompilasi Hukum Islam bahwa Pasal ini diberlakukan 
setelah berlakunya undang-undang peradilan agama. 
Akad pada perkawinan tidak tercatat biasanya di-
lakukan di kalangan terbatas, di muka tokoh agama, 
tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak 
memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 
2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah 
sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkaw-
inan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut 
tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap 
tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasa 2 
ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). 
Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa 
memang ditujukan untuk menciptakan kemaslaha-
tan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas ter-
jadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah 
terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksana-
kan segala konsekwensi perkawinan. Suatu perkaw-
inan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak 
istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata 
lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. 
Perkawinan yang demikian bertentangan dengan as-
pek kesetaraan gender. Karena itu, perkawinan yang 
tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan 
terhadap perempuan karena dapat menghilangkan 
17H. Hartawan, SH.,M.H, KetuaPengadilan Agama Manna/Tokoh 
Agama Bengkulu Selatan, wawancara tanggal 19 Juni 2019.
18Marli Pradinata, S.Hi.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Manna, wawan-
cara tanggal 19 Juni 2019.
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hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun se-
lain yang tercatat secara resmidi negara hukumnya 
tidak sah. Permasalahannya jika perkawinan harus 
tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama 
pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami 
prosedurnya dianggap terlalu memberatkan karena 
poligami itu terikat dengan syarat yang ketat yang 
berarti jika syarat itu tidak terpenuhi maka poligami 
tidak boleh dilakukan.8
Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak 
tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki 
hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan 
hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kon-
disi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan 
pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di 
lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum 
wanita dan anak. Padahal jelas banyak undang-un-
dang dan peraturan-peraturan yang baik tetapi ka-
bur dalam pelaksanaan, indah ternukil dalam tulisan 
tetapi sukar untuk diwujudkan sedang manfaatnya 
untuk wanita dan anak sulit dirasakan. Begitu pula 
kandungan Alquran dan hadis yang mengangkat de-
rajat wanita, yang memberinya hak yang sama dan 
perlindungan tetapi dalam kenyataan malahan sering 
terjadi sebaliknya.9
c. Anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan
Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang 
tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan 
antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan 
perkawinan ini berbeda dengan Anak yang lahir di 
dalam perkawinan yang tidak tercatat. Anak yang la-
hir di dalam perkawinan yang tidak tercatat sah secara 
agama atau secara materiil tetapi tidak sah menu-
rut negara atau tidak sah secara formil karena tidak 
tercatatnya perkawinan orang tuanya dalam doku-
men negara. sedangkan anak yang dilahirkan tanpa 
perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan 
dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa 
adanya ikatan perkawinanini merupakan anak yang 
tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil 
(anak zina). 
Untuk menetapkan kedudukan anak diperlukan 
penetapan asal usul anak terlebih dahulu, karena den-
gan dengan penetapan itulah dapat diketahui hubun-
gan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. 
Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir 
berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya 
harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam mem-
berikan ketentuan lain.
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki 
hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari 
perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di 
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut den-
gan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina 
atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya 
memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan 
demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya 
membicarakan anak yang sah.
Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU. Perkawinan 
yang semula berbunyi; “anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, oleh MK Pasal 
ini diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum 
lagi, dan oleh karenanya Pasal 43 UU. Perkawinan 
dapat dimaknai bahwa “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah-
nya.”
Status anak luar nikah memasuki babak baru pas-
ca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-
VIII/2010 tentang Pengujian UU. No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan (Pasal 2ayat (2) dan Pasal 43 
ayat (1)). Dalam putusan MK tersebut memberikan 
hak keperdataan terhadap anak luar nikah. Putusan 
MK itu menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyaihubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 
sebagai ayahnyayang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain.
Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dalam 
putusannya menyatakan bahwa anak di luar nikah 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah bi-
ologisnya sepanjang dapat dibuktikandengan teknolo-
gi atau alat bukti yang sah menurut hukum.
Dengan demikian apa yang telah diuraiankan di 
atas maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak 
tercatat, maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkaw-
inan menurut Keputusan MK  No. 46/PUU-VIII/2010 
kedudukannya sama dengan anak yang lahir didalam 
perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya da-
pat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang 
sah menurut hukum.
Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hu-
kum Islam 
Dalam Islam tidak ditemukan definisi yang jelas 
dan tegas berkenaan dengan anak yangsah, namun 
dilihat dari definisi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, 
dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak 
yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang 
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sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (walad al-
zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan 
ibunya. Secara implisit Allah telah berfirman dalam 
Al-Qur’an:
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Ses-
ungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. 
dan suatu jalan yang buruk.
Kendatipun Islam tidak memberikan definisi yang 
tegas tentang anak yang sah, namun para ulama 
mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang 
sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya 
dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li’an adalah 
anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada 
bapaknya, setelah suami istri saling meli’an dengan 
sifat tuduhan yang jelas.
Definisi di atas membicarakan dua jenis status 
anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak 
sah (zina) dan anak li’an. Apabila terjadi perkaw-
inan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri 
mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami 
dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila Istri 
melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa 
kehamilan dari masa perceraian. Berkenaan dengan 
batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah 
menetapkannya selama enam bulan, firman Allah 
SWT pada surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya: 
Artinya:
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya men-
gandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai 
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apa-
bila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 
puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku 
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan su-
paya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau 
ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi 
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku 
Termasuk orang-orang yang berserah diri’.
Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan 
anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimu-
lai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur 
(ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita 
calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam 
perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak 
sah tersebut dilakukan. Dengan demikian Hukum Is-
lam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat 
dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, 
anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan 
sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ‘iddah 
selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan 
terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di 
antara ahli fikih yang berpendapat seorang anak lahir 
setelah melampaui tenggang ‘iddah sesudah perkaw-
inan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya 
asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan 
oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri 
itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, 
ditetapkanlah tenggang waktu maksimun selama em-
pat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat 
tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran. 
Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam 
bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut 
adalah anak hasil dari pezinaan atau anak li’an,oleh 
karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai 
berikut:
Anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan 
bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan na-
sab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberi-
kan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia 
tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah 
secara manusiawi, bukan secara hukum.
Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, kare-
na hubungan nasab merupakan salah satu penyebab 
kewarisan.
Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar 
nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan se-
orang perempuan dan sudah dewasa lalu akan me-
nikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak 
biologisnya.
Respon Tokoh Agama Bengkulu Selatan Ter-
hadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/Puu-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar 
Nikah
Putusan Mahkamah Konstitusi R.I  No. 46/PUU-
VIII/2010 tentang hak uji materiil terhadap ketentuan 
Pasal 43 ayat(1) UU No.I tahun1974 tentang Perkaw-
inan mengenai status hukum anak luar kawin. Dalam 
Pasal 43 ayat (1) UUNo.I tahun1974 tersebut menya-
takan bahwa:”anak yang dilahirkan di luar  perkaw-
inan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh sebab itu, Mah-
kamah Konstitusi(MK) mengabulkan permohonan 
uji materiil yang dimohonkan oleh Machica Muchtar 
atas isi ketetapan Undang-Undang Perkawinan terse-
but. Setelah ia melahirkan, anak tersebut tidak diakui 
oleh pihak ayah. Permohonan Machica dikabulkan 
oleh MK, yang dalam putusannya menetapkan bah-
wa Pasal43 ayat (1) UUNo.I tahun 1974 seharusnya 
berbunyi:”anak yang dilahirkan diluar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah-
nya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menu-
rut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
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Putusan MK di atas lantas mengundang berbagai 
respon, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), bahkan tokoh agama Bengkulu Se-
latan pun merespon Putusan MK terhadap pengakuan 
anak di luar perkawinan. 
Anak di luar nikah adalah anak yang dihasilkan 
diluar perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat dis-
ebut sebagai anak yang sah, biasanya disebut dengan 
anak zina.10
Anak yang sah merupakan anak yang dihasilkan 
dari perkawinan yang tercatat yang diakui oleh Un-
dang-Undang dan memenuhi rukun dan syarat yang 
ada. Sedangkan anak yang tidak sah anak adalah anak 
yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat, 
sehingga anak tersebut tidak ada keabsahan hukum 
yang memperkuatkannya.11
Kedudukan anak luar  nikah bila dilihat dari UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 43 
sebelum di judicel review bahwa kedudukan anak di 
mata hukum tidak dianggap sah, sehingga hubungan 
keperdataannya pada ibu kandung bukan pada Ba-
paknya.12
Bila dilihat dalam kaca mata Islam anak di luar 
nikah tidak mempunyai nasab kepada bapaknya 
melainkan kepada ibunya, dan juga dalam hal waris 
anak tersebut tidak mendapat, disamping itu bila anak 
tersebut wanita, maka orang tuanya tidak berhak un-
tuk menjadi wali dalam pernikahan.13
Putusan MK itu mengancam kedudukan lembaga 
perkawinan. Pasalnya, akan membuka peluang bagi 
banyak orang untuk menilai dan berkesimpulan bah-
wa putusan demikian lebih mementingkan pengakuan 
hubungan biologis semata. Akibatnya akan memun-
culkananggapan bahwa tanpa kawin resmi, dengan se-
jumlah bukti yang ada, anak memperolehpengakuan 
hubungannasab.14
Putusan MK tersebut secara tidak langsung melegal-
kan perkawinan sirri. Masyarakat beranggap bahwa 
dengan adanya sejumlah bukti seperti tes DNA, maka 
anak dari pernikahan sirri bisa mendapatkan hubun-
gan nasab secara langsung kepada Bapaknya.15
Kalau saya melihat putusan MK tersebut sudah 
jelas bahwa anak yang didapat dari perkawinan tidak 
sah nasabnya kembali kepada ibunya bukan kepada 
Bapaknya. Dengan adanya putusan tersebut secara 
tidak langsung melegalkan perkawinan sirri dianggap 
sah dimata hukum.16
Dari hasil wawancara di atas, para tokoh agama 
masyarakat Bengkulu Selatan merespon yang negatif 
dengan adanya putusan MK tersebut dapat membuat 
hancurnya tatanan hukum karena orang akan bisa 
melakukan hubungan di luar nikah dengan semau-
nya dan dapat mempengaruhi pelanggaran norma 
agama dan kesusilaan, serta dapat membuka selebar-
lebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernika-
han, karena orang akan beranggapan bahwa dengan 
tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan. 
Selain itu, putusan tersebut juga dapat memudahkan 
orang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan 
atau nikah sirri yang dapat menimbulkan kerugian 
terhadap para wanita dan anak-anak.
Melihat dan memahami respon para tokoh agama 
di atas, penulis berpendapat bahwa anak yang dila-
hirkan di luar perkawinan pada putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 hanya dimaknai 
sebagai anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang 
sah secara agama dan kepercayaan yang dianut orang 
tuanya, namun tidak tercatat dalam instansi pemerin-
tah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau 
Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Undang-
undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Dalam ajaran 
Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 
terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai yang diperin-
tahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW di dalam Al-
Qur’an dan Hadis. 
Perkawinan yang sah adalah anak yang dilahir-
kan dari perkawinan tersebut berstatus anak sah. 
Konsekuensinya anak tersebut akan mempunyai 
hubungan keperdataan secara  sempurna dengan 
kedua orang tuanya. Hak-hak keperdataan yang di-
maksud, antara lain hak nasab (garis keturunan) anak 
dihubungkan pada ayah (dalam Islam), hak pemenu-
han nafkah, hak saling mewarisi, dan hak perwalian 
nikah bagi ayah atas anak perempuan.
Perkawinan yang tidak sah adalah tidak memiliki 
akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat 
dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak 
sah jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1)UUP 
dengan menggunakan interpretasi hukum a contrario 
adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, 
sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul 
dari perkawinan tersebut, karena memang secara hu-
kum perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Setiap 
pihak tidak memiliki legal standing untuk mengajukan 
gugatan kelalaian kewajiban terhadap pihak lainnya.
Dengan demikian bahwa keabsahan perkawinan 
di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip 
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saling suka menyukai tetapi juga pemenuhan per-
syaratan materiil dan formil perkawinan oleh masing-
masing calon mempelai. Jika persyaratan tersebut 
tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak 
dapat dilaksanakan. Syarat materiil perkawinan se-
cara umum diambil dari aturan-aturan agama yang 
ada di Indonesia.
Syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 
2 ayat(1) UUP, perkawinan dinyatakan sah jika dilak-
sanakan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya. Oleh karena itu jika sebuah 
perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkaw-
inan baik syarat materil yang telah mendapat pen-
egasan dalam undang-undang maupun yang masih 
hidup dalam aturan agama dan kepercayaan mas-
ing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan 
tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan 
tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika 
telah terlaksana. Selain menentukan syarat materil 
perkawinan UUP juga mengatur syarat formil seba-
gai syarat yang ditentukan oleh negara dengan tujuan 
untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. 
Dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa 
tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat begitu penting kedudukan anak baik 
dalam keluarga maupun di suatu Negara karena 
merupakan generasi penerus yang akan bertanggung 
jawab terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga 
bahkan juga bagi Negara, maka masalah perlindun-
gan anak merupakan masalah yang harus diperhati-
kan. 
Keputusan MK telah menegaskan bahwa anak di 
luar kawin memiliki hubungan perdata atau bersta-
tus hukum dengan ayahnya sekaligus meneguhkan 
jaminan hak-hak konstitusional bagi anak. Aturan 
itu dipandang sangat tepat karena tidak mungkin 
anak dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Oleh karena 
itu,seharusnya anak juga mempunyai hubungan kep-
erdataan tidak hanya dengan ayah danibunya saja 
tetapi juga dengan keluarga ayah-ibunya. Keberadaan 
hubungan keperdataan itu sekaligus mendorong pe-
menuhan hak-hak anak oleh kedua orang tuanya se-
bagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 
2014 tentang perlindungan anak yang tertuang dalam 
Pasal 4 sampai Pasal 18.17
Dengan adanya putusan MK No. 46 tahun 2010 ten-
tang nasab anak di luar nikah, setidak-tidaknya menam-
bah khazanah keilmuan berkenaan dengan asal usul 
anak. Putusan MK ini jangan dijadikan perdebatan perlu 
diambil sisi positifnya yang bertujuan untuk melindungi 
isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri selama ini 
anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering tera-
baikan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.18
Anak hasil hubungan di luar perkawinan res-
mi tetap memiliki hubungan keperdataan dengan 
ayah maupun keluarga ayahnya. Hubungan di luar 
perkawinan resmi itu mencakup, nikah sirri, perzinah-
an, perselingkuhan, maupun kumpul kebo. Alasannya 
agar lelaki “buaya darat” mau mengakui anak hasil 
hubungan dengan pasangannya. Selain itu, putusan 
MK juga akan membuat kaum lelaki harus berhati-hati 
dalam menjalin hubungan seksual dengan perem-
puan. Jika sampai terjadi hubungan seksual yang 
berakibat melahirkan anak maka lelaki itu tidak bisa 
lari dari tanggung jawab. Dia wajib menafkahi anak 
isterinya sedangkan keluarganya juga harus bersedia 
mengakui bahwa perempuan dan anak hasil hubun-
gannya itu termasuk keluarganya.19
Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi 
R.I. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 
hubungan perdata anak dengan ayah dan keluarga 
ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah 
antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubun-
gan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah 
dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ke-
tiadaan dan atau ketidaksempurnaan hubungan nikah 
antara ayah dan  ibunya tidak menghapuskan adanya 
hubungan darah dan hubungan perdata antara anak 
dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan 
perdata antara anak dengan ibu kandungnya. 
Tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UUP dari 
putusan MK itu selengkapnya dapat diambil 
beberapa poin mengenai tujuan pengubahan 
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:  
Memberi legalitas hukum hubungan darah antara 
anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubun-
gan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang 
semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi 
hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum. 
Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar 
anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya 
maupun lingkungannya. 
Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak 
yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya 
tidak (belum) ada kepastian. 
Menegaskan adanya hubungan perdata setiap 
anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya 
menurut hukum sebagaimana hubungan perdata den-
gan ibunya dan keluarga ibunya. 
Menegaskan adanya kewajibaan ayah menurut 
hukum (legal custody) memelihara setiap anak yanag 
dilahirkan dari darahnya. 
Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena 
adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab 
satu sama lain. 
Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-
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anak pada umumnya.
Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasu-
han, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidu-
pan, perindungan dan lain sebagainya dari ayahnya 
sebagaimana mestinya.  
Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki 
harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat 
yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini 
menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat me-
lepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.  
Berkaitan dengan hak-hak dasar yang diperoleh 
anak berdasarkan ketentuan Pasal 4 samai 18 UU No. 
23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara 
lain: 
Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi; 
Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, 
dan berekspresi sesuai sesuai dengan tingkat kecer-
dasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri; 
Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. dis-
kriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun sek-
sual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan 
penganiayaan; e.ketidakadilan; dan f.perlakuan salah 
lainnya; 
Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Penggelapan 
asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 
KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang 
anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya 
bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga 
merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana). 
Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, 
yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 
1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan 
segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun 
ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945. 
Dalam praktiknya sering terjadi anak luar kawin 
tidak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah 
biologisnya. Hal ini yang mendasari pandangan Mah-
kamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengeta-
huan dan teknologi seperti tes DNA (deoxyribonucleic 
acid) atau sistim pembuktian hukum, dapat dipergu-
nakan untuk memperjelas ayah biolgis anak.20 Norma 
hukum anak luar kawin hanya mempunyai hubun-
gan perdata dengan ibunya membawa konsekuensi 
antara lain pada akte kelahiran. Pada akte kelahiran 
biasanya hanya tertulis nama ibu yang melahirkan. 
Sekalipun ayah biologisnya berusaha merebut si anak 
lewat jalur pengadilan. Pada umumnya pengadilan 
tetap mengukuhkan hubungan perdata anak hanya 
dengan ibunya. Pasal 55 ayat (1) UUP menyebutkan 
asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 
kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang.
Dengan demikian putusan tersebut semata beru-
paya melindungi anak luar kawin yang tidak berdo-
sa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau 
samenleven. Ada penafsiran masyarakat seolah-olah 
Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal 
itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus di-
pahami antara memberikan perlindungan terhadap 
anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua 
rezim hukum yang berbeda.
Kesimpulan 
1. Kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan 
perundang-undangan di Indonesia adalah sah da-
lam pandangan agama, yaitu sah secara materil, 
namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan 
Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, 
maka tidak sah secara formil. Namun sejak kelu-
arnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
IIIV/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang 
menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, 
maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempu-
nyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. 
2. Dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi 
tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama 
Bengkulu Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada 
yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju 
bahwa putusan MK merupakan suatu terobosan 
hukum yang memberikan jaminan dan perlind-
ungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu 
pernikahan sirri, selama ini anak yang dihasilkan 
dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga 
hak-hak anak dapat terpenuhi. Sedangkan penda-
pat yang tidak setuju dengan adannya putusan 
MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian 
lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi 
perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan 
perzinahan. Namun pada dasarnya dalam per-
timbangan hukumnya, MK memberi pesan moral 
kepada kaum lelaki untuk tidak sembarangan 
melakukan hubungan seksual di luar perkawinan 
karena ada implikasi hukum yang harus dipertang-
gungjawabkan. MK meyakini bahwa anak yang di-
lahirkan di luar perkawinan tidak berdosa karena 
kelahirannya di luar kehendaknya.
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